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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI

Menimbang

REPUBLIK INDONESIA,

bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, terdapat
perubahan atas jenis dan tarif Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian
terhadap Peraturan Kepala Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata
Cara dan Persyaratan Pengenaan Tarif Khusus kepada

Pelajar, Mahasiswa, Usaha Skala Mikro, Kecil, dan

www.peraturan.go.id



2019, No. 1562

Mengingat

Menengah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah
Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis
Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi, perlu
menetapkan Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan
Teknologi tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan
Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada
Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

Usaha Menengah;

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan
Pajak yang berlaku pada Badan Pengkajian dan
Penerapan Teknologi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 230, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6268);

Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan
Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan,
Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 322);

Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit
Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non
Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013
tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan Presiden
Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan

Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Kementerian
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 11);

Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
Nomor 12 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1543);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN
TEKNOLOGI TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA
PENGENAAN TARIF KHUSUS PENERIMAAN NEGARA BUKAN
PAJAK KEPADA PELAJAR, MAHASISWA, USAHA MIKRO,
USAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1.

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya
disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang
pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat
langsung maupun tidak langsung atas layanan atau
pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh
negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan,
yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar
penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam
mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara.
Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi yang
selanjutnya disingkat BPPT adalah lembaga pemerintah
non kementerian yang berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Presiden melalui menteri yang membidangi
urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi.
Satuan Kerja yang selanjutnya disebut Satker adalah
organisasi yang berbentuk balai atau balai besar dan
merupakan bagian dari organisasi BPPT yang
melaksanakan kegiatan dari suatu program serta
memiliki kewenangan dan tanggung jawab penggunaan

anggaran.
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10.

Tarif adalah harga satuan layanan jasa pada jenis dan
tarif atas jenis PNBP yang berlaku di BPPT.

Tarif Khusus adalah pengurangan tarif layanan jasa dari
Satker di lingkungan BPPT yang diberikan untuk pihak
tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pelajar adalah peserta didik yang sedang menempuh
jenjang pendidikan dari Taman Kanak-Kanak sampai
dengan Sekolah Menengah Tingkat Atas yang berlokasi di
dalam negeri.

Mahasiswa adalah peserta didik yang sedang menempuh
jenjang pendidikan tinggi, baik bergelar maupun tanpa
gelar, di sebuah lembaga/perguruan tinggi yang terdiri
atas sekolah tinggi, akademi, dan wuniversitas yang
berlokasi di dalam negeri.

Usaha Mikro adalah wusaha produktif milik orang
perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang
memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri
sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau
badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan
atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai,
atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang
memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah.

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan
atau badan wusaha yang bukan merupakan anak
perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun
tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar
dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan

tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang
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tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Keperluan Komersial adalah keperluan atau kepentingan
yang dilakukan oleh orang, baik pribadi atau badan, yang
bertujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan, baik
secara langsung ataupun tidak langsung.

Pejabat yang Ditunjuk adalah pejabat yang diberi
kewenangan, melalui surat kuasa oleh Kepala Satker
untuk memberi keputusan menerima atau menolak

terhadap permohonan Tarif Khusus.

Pasal 2

Terhadap jenis PNBP tertentu yang berlaku pada BPPT
dapat dikenakan Tarif Khusus kepada pihak tertentu dari
Tarif sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan
Pemerintah Nomor 51 Tahun 2018 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang
Berlaku pada BPPT.

Jenis PNBP tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:

a. jasa Teknologi Infrastruktur Pelabuhan dan

Dinamika Pantai;

b. jasa Teknologi Konversi Energi;

c. jasa Teknologi Industri Kreatif Keramik;

d. jasa Teknologi Polimer;

e. jasa Teknologi Bahan Bakar dan Rekayasa Disain;

f.  jasa Teknologi Kekuatan Struktur;

g. jasa Teknologi Hidrodinamika Kemaritiman; dan

h. jasa Teknologi Mesin Perkakas, Produksi dan

Otomasi.
Pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri atas:
a. Pelajar;
b. Mahasiswa;
c. Usaha Mikro;
Usaha Kecil; dan
e. Usaha Menengah.
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(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

9)

Terhadap Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a dan huruf f dapat dikenakan Tarif Khusus
untuk:

a. Usaha Menengah sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen); dan

b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar 65% (enam
puluh lima persen);

dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf g, untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil dapat

dikenakan Tarif Khusus sebesar 65% (enam puluh lima

persen) dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, dan huruf

h dapat dikenakan Tarif Khusus untuk:

a. Mahasiswa program magister atau program doktoral
sebesar 60% (enam puluh persen); dan

b. Mahasiswa program diploma sampai dengan
program sarjana sebesar 50% (lima puluh persen);

dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf ¢, dan huruf g, untuk Pelajar dapat dikenakan

Tarif Khusus sebesar 40% (empat puluh persen) dari Tarif

sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b, untuk jenis pelayanan berupa pelatihan dapat
dikenakan Tarif Khusus untuk:

a. Mahasiswa program diploma sampai dengan
program doktoral sebesar 60% (enam puluh persen);
dan

b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen);

dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf e, untuk jenis pelayanan berupa teknologi

biodiesel dapat dikenakan Tarif Khusus untuk:
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a. Mahasiswa program diploma sampai dengan
program doktoral sebesar 60% (enam puluh persen);
dan

b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen);

dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Terhadap Jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf d, selain sertifikasi produk berupa asesmen

dalam negeri, surveilans dalam negeri, dan pengambilan

sampel dalam negeri dapat dikenakan Tarif Khusus
untuk:

a. Usaha Menengah sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen); dan

b. Usaha Mikro dan Usaha Kecil sebesar 65% (enam
puluh lima persen);

dari Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tarif atas jenis PNBP sebagaimana dimaksud pada ayat

(10) untuk sertifikasi produk berupa asesmen dalam

negeri, surveilans dalam negeri, dan pengambilan sampel

dalam negeri, untuk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan

Usaha Menengah dapat dikenakan Tarif Khusus sebesar

60% (enam puluh persen) dari Tarif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1).

Pasal 3
Pengenaan Tarif Khusus kepada Pelajar sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dapat diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. dalam rangka kebutuhan pendidikan dan/atau
pelatihan; dan
b. melampirkan keterangan/rekomendasi dari kepala
sekolah.
Pengenaan Tarif Khusus kepada Mahasiswa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b dapat diberikan
dengan ketentuan sebagai berikut:
a. Dberstatus sebagai Mahasiswa aktif (dengan

melampirkan kartu tanda Mahasiswa/sejenisnya);
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(3)

untuk kegiatan penelitian, tugas akhir, tesis,
disertasi, atau sejenisnya dengan melampirkan
keterangan /rekomendasi dari kepala program studi
atau pejabat setingkat; dan

kegiatan sebagaimana tersebut dalam huruf b
dilakukan Mahasiswa untuk keperluan sendiri,
bukan untuk Keperluan Komersial dengan
menandatangani pernyataan bermeterai
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Badan ini.

Pengenaan Tarif Khusus kepada Usaha Mikro, Usaha

Kecil, atau Usaha Menengah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 ayat (3) huruf ¢ sampai dengan huruf e

dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

a.

untuk keperluan pengembangan usaha sendiri dan
tidak untuk kerja sama dengan pihak lain di luar
instansi Pemerintah, dengan menandatangani
pernyataan bermeterai sebagaimana tercantum
dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Badan ini;

melampirkan fotokopi bukti atau keterangan
pendirian dan penggolongan Usaha Mikro, Usaha
Kecil, atau Usaha Menengah yang telah dilegalisasi
instansi yang berwenang; dan

melampirkan keterangan berisikan kekayaan bersih
dan hasil penjualan tahunan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
atau Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak

Badan tahun terakhir.

Pasal 4

Tarif Khusus kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (3) dapat diberikan dengan cara mengisi
dan/atau mengajukan formulir permohonan kepada Kepala

Satker atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tercantum
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dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Badan ini.

Pasal 5
(1) Kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk dapat
menerima atau menolak permohonan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Keputusan menerima atau menolak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diberikan paling lambat 10
(sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal permohonan

diterima.

Pasal 6
Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan
Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 02
Tahun 2018 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengenaan
Tarif Khusus kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Skala Mikro,
Kecil, dan Menengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7
Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2019
KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,
ttd

HAMMAM RIZA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Desember 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA
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LAMFIRAN I

FERATURAN BEADAN FENGEKAJIAN DAN FENERAFAN
TEENOLOG]

NOMOR 23a TAHUN 2019

TENTANG

FERSYARATAN DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF
EHUSUS FPENERIMAAN @ NEGARA EBUKAN FAJAK
EEFADA PELAJAR, MAHASIEWA, USAHA MIEERO,
UsAHA KECIL, DAN USAHA MENENGAH

SURAT PERNYATAAN TIDAK UNTUE EEFERLUAN KOMERSIAL

. Surat Pernvataan Penelitian tidal digunalkan untuk Eeperluan Komeraial

UNTUE MAHASIEWA

SURAT PERNYATAAN

YTang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L s [1]
Tempat dan tanggal [ahit o [ 2]
Alamat e [3]
Na, Hp L e |
Perguruan Tinggi L |8
Alamat L [T
Mo, Telgpon L e |8
Jurusan L e [ 10)]
Program Studi L e |11
Semester L e [ 12]

Dengan ini menyataltan dengan sesungguhnya, bahwa sayva melaktulcan leegiatan
penelitian tugas alkhir, tesis, disertasi, atau seenisnya yvang dilakulcan di Satleer
Balai ....... [13]....... pada Badan Penglajian dan Penerapan Teknologi untuk
leeperluan sendind, tidals untuls Keperluan Komersial,

Dalam hal penelitian untuk Eeperluan Komersial, saya bersedia dikcenalcan Tarif
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomoer 31 Tahun
2014 tentanyg Jenis dan Tarif atas Jenizs Penerimaan Negara Bulkan Pajalk vang
berlaltu pada Badan Pengloajian dan Penerapan Tenologi dalam walkitu paling lama
30 hari terhitung sejal dilcetahui bahwa kegiatan tersebut dilkkomersiallcan,

Demiltian pernvataan ini sava buat dengan sesungguhnyva

1 e [15])
Tang membuat pernyataan,

Materad
Eo&000 [ (18]

[t [17) ]
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Keterangan:
(1). Diisi dengan nama pembuat pernyataar.
(2). Diisi dengan tempat dan tanggal lahir pembuat pernyataan.
(3). Diisi dengan alamat pembuat pernyataan.
(4). Diisi dengan nomor handphone pembuat pernyataan.
(D). Diisi dengan alamat email pembuat pernyataan.
(6). Diisi dengan nama Perguruan Tinggi.
(7). Diisi dengan alamat Perguruan Tinggi.
(8). Diisi dengan nomor telepon Perguruan Tinggi.
(9). Diisi dengan alamat email Perguruan Tinggi.
(10). Diisi dengan nama jurusan pembuat pernyataan.
(11). Diisi dengan program studi pembuat pernyataan.
(12). Diisi dengan semester berapa pembuat pernyataan saat ini.
(13). Diisi dengan nama Satker.
(14). Diisi dengan lokasi surat pernyataan dibuat.
(15). Diisi dengan tanggal surat pernyataan dibuat.
(16). Diisi dengan tanda tangan pembuat pernyataan dengan dilengkapi meterai
scbesar Rp. 6.000,-.
(17). Diisi dengan nama pembuat pernyataan.
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2. 3urat Pernyvatazn Penelitian, Pengujian, atau Sejenisnya Tidak untuk
Dilakulwan Kerja Sama dengan Pihak Lain di Luar Ingtansi Pemerintah

UNTUE UMEM

SURAT PERNYATAAN

Tang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L e [ 1]
Jakatan L e |2
Nama UMEM L e e [3)
Nomar SIUP PP [ 3|
Alamat e e [
No. Telgpon L e [
Mo, Hp L e |8

Dengan ini menvataltan dengan sesungguhnyva, bahwa saya melaltulcan kegiatan
penelitian, pengujian, atan sejenisnya vang dilalktulcan di Satlcer Balai ..., [9]......
pada Badan Penglrajian dan Penerapan Telnologi untule keeperluan pengembangan
usaha sendiri, tidak untulc dilalculzan kerja sama dengan pihal lain di luar instansi
pemerintah,

Dalam hal penelitian, pengujian, atan sejenisnya untuk dilkkerjasamalkan dengan
pihals lain 4i luar instansi Pemerintah, sayva bergedia dilkkenalran Tarif sebagaimana
tersebut dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang
Jeniz dan Tarif atas Jeniz Penerimaan Negara Bukan Pajalt yvang berlaku pada
Badan Pengleajian dan Penerapan Tdonologi dalam waktu paling lama 320 hari
terhitung sejalc dilkketahui bahwa lkegiatan tersebut dilaltukan lterja sama dengan
pihal lain di luar instansi Pemerintah,

Demilrian pernyvataan ini saya buat dengan sesungguhnya

e 100y e (1)
YTang membuat pernyataan,
Iaterai

Rp6000 [ 112

[ [18)0]

Keterangan:
[1]. Diisi dengan nama pembuat pernyataan
[2]. Diisi dengan jabatan pembuat pernvataan,
[3]. Diisi dengan nama UMEM,
[4]. Diisi dengan nomor SIUR
[5]. Diisi dengan alamat UMER,
[&]. Diisi dengan nomor telepon UMERM,
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(7). Diisi dengan alamat email UMKM.
(8). Diisi dengan nomor handphone pembuat pernyataan/pimpinan UMKM.
(9). Diisi dengan nama Satker.
(10). Diisi dengan lokasi surat pernyataan dibuat.
(11). Diisi dengan tanggal surat pernyataan dibuat.
(12). Diisi dengan tanda tangan pembuat pernyataan dengan dilengkapi meterai
sebesar Rp. 6.000,-.
(13). Diisi dengan nama pembuat pernyataan.

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLK INDONESIA,

ttd

HAMMAM RIZA
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LAMFPIRAN II

FERATURAN EADAN FPENGKAJIAN DAN
FENERAFAN TEKNOLOGI

NOMOR 23a TAHUN 2019

TENTANG

FEREYARATAN DA TATA CARA
FENGEMNAAN TARIF KHUSUS FENERIMAAN
NEGARA BUEAN FAJAK KEFADA FELAJAR,
MAHASIZWA, USAHA MIKRO, USAHA KECIL,
DAN USAHA MENENGAH

FORMULIE FEEMOHONAN TARIF EHUSUS

. Formulir Permohonan Tarif Khugus bagl Pelajar

UNTUE PELAJAR
FORMULIR PERMOHONAN TARIF KHUSUS

Nomaor v [ 1)

Eepada Yth,
Eepala Satlcer ... [2].......
Badan Penglrajian dan Penerapan Telkhologi

YTang bertanda tangan di bawah ini:

Nama e e |
Jabatan L e [2H]
Serolah e e |
Alamat e [
No. Telgpon L e [T
No. Hp e e |3
Jumlah Peserta i [10] [daftar nama terlampir)
Jurusan L e L1
Jenis Layvanan L e | L2

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan Tarif Khusus sebagaimana
tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Jenizs dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bulktan Pajak yang berlaltu pada Badan
Penglrajian dan Penerapan Tdnologi [BPPT),

EKami lampitltan persvaratan vang tercantum pada Peraturan BPPT Nomor . [13]..
Tahun ...[14]... tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus
Penerimaan Wegara Bukan Pajalc Kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha
Eecil, dan Usaha Menengah,

Demilian pertmohonan ini kami sampailkan, atas perhatian dan lerja sama
diucaploan terima lkasih
w18) [
Pemohon,

Lo (18] .
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Berilah tanda \ pada respon yang sesuat:

1 | rermor T Y § -] O (20)
ermohonan diterima Tanda Tangan
5 ) .
D Permohonan ditolak
[T (22)........ )

*Dibuat dalam rangkap 2

Keterangan:

(1). Diisi dengan nomor formulir yang diisi oleh Satker.
(2). Diisi dengan nama Satker.

(3). Diisi dengan nama pemohon.

{4). Diisi dengan nama jabatan pemohon.

(5). Diisi dengan nama sekolah.

{6). Diisi dengan alamat sekolah.

(7). Diisi dengan nomor telepon sekolah.

(8). Diisi dengan alamat email sekolah.

(9). Diisi dengan nomor handphone pemohon.

(10). Diisi dengan jumlah pelajar peserta layanan dengan dilampirkan daftar nama.

(11). Diisi dengan nama jurusan pelajar peserta layanan.

(12). Diisi dengan jenis layanan yang diminta.

(13). Diisi dengan nomor Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak Kepada Pelajar,
Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

(14). Diisi dengan tahun Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak Kepada Pelajar,
Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

(15). Diisi dengan lokasi formulir permohonan dibuat.

(16). Diisi dengan tanggal formulir permohonan dibuat.

(17). Diisi dengan tanda tangan pemohon.

(18). Diisi dengan nama pemohon.

(19). Diisi dengan lokasi formulir permohonan diterima/ditolak.

(20). Diisi dengan tanggal formulir permohonan diterima/ ditolak.

(21). Diisi dengan tanda tangan kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk
menerima/ menolak permohonan Tarif Khusus.

(22). Diisi dengan nama Kepala Satker ataun Pejabat yang ditunjuk untuk
menerima/menolak permohonan Tarif Khusus,
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. Formulir Permohonan Tarif Khugus bag Mahazsiswa [perzecrangan|

UNTUKE MAHASISWA [FERORANGAN)
FORMULIR PERMOHONAN TARIF KHUSUS

ataf o v [ 1]

Eepada Yth,
Eepala Satlcer ... [2].......
Badan Pengleajian dan Penerapan Telnologi

YTang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L e |3
Perguruan TINEsl i e |2
Alamat L e [ O)
No, Telepon L | B
Jurusan L e e [T
Program Studi L e |8
Semester L e [
No. Hp L e e | 10
Tapir Penelitian @ i s [12)
Jenis Layvanan R 33|
Lama Layanan L e e | L]

Dengan ini mengajukan permohonan pengenaan Tarif Ehusus sebagaimana
tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Jenizs dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bulkan Pajak wvang berlaltu pada Badan
Penglrajian dan Penerapan Teonologi [BRPT).

Eami lamp irkcan p ersvaratan vang tercantum pada Peraturan BPPT Nomeor ... [13)...
Tahun ...[1&]... tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Khusus
Penerimaan Wegara Bulkan Pajale lkepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha
Eecil, dan Usaha Menengah,

Demiltian permohonan ini kami sampailtan, atas perhatian dan kerja samanya
diucaplan terima kagih,

w17 [18])
Pemohon,

[ [20)0000)

Berilah tanda 4 pada resp on yang sesuai

1 (e h diteri w21y [22]
erfmonionan Allefiima Ta_nda_Tangan

2300
D Fermaohonan ditelals 122]
[ [24)0 0000

*Dibuat dalam rangloap 2
Keterangan:
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(1). Diisi dengan nomor formulir yang diisi oleh Satker.
(2). Diisi dengan nama Satker.

(3). Diisi dengan nama pemohon.

(4. Diisi dengan nama Perguruan Tinggi.

(). Diisi dengan alamat Perguruan Tinggi.

(

(

(

(

6). Diisi dengan nomor telepon Perguruan Tinggi.
7). Diisi dengan nama jurusan pemohon.
8). Diisi dengan program studi pemohon.
9). Diisi dengan semester berapa pemohon saat ini.
(10). Diisi dengan nomor handphone pemohon.
(11). Diisi dengan alamat email pemohon.
(12). Diisi dengan topik penelitian yang diambil pemohon.
(13). Diisi dengan jenis layanan yang diminta.
(14). Diisi dengan durasi layanan yang digunakan untuk penelitian.
(15). Diisi dengan nomor Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar,
Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

(16). Diisi dengan tahun Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar,
Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

17). Diisi dengan lokasi formulir permohonan dibuat.
18). Diisi dengan tanggal formulir permohonan dibuat.
19). Diisi dengan tanda tangan pemohon.

. Diisi dengan lokasi formulir permohonan diterima/ditolak.

. Diisi dengan tanggal formulir permohonan diterima/ditolak.

. Diisi dengan tanda tangan kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk
menerima/ menolak permohonan Tarif Khusus.

(24). Diisi dengan nama kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk

menerima/ menolak permohonan Tarif Khusus.

(17)
(18)
(19)
(20). Diisi dengan nama pemohon.
(21)
(22)
(23)
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. Formulir Permohonan Tarif KEhugus bag Mahaszsiswa (berkelompol]

UNTUK MAHASIEWA [KELOMPOEK)
FORMULIR PERMOHONAN TARIF KHUSUS

Nomaor v [ 1)

Eepada Yth,
Eepala Satlter ... [2].......
Badan Penglrajian dan Penerapan Tekhologi

YTang bertanda tangan di bawah ini;

Nama L e [ 3]
Jabatan L e [
Program Studi PP 1]
Perguruan TiNgsl 0 i e | B
Alamat L s [T
No. Telepon L e [
No, Hp L s [L0]
Jumlah peserta D s |11 [daftar nama terlampir)
Jurusan L e [12]
Semester L e 13
Topilt Penelitian & i i e |14
Jenis Lavanan L e [ 18]
Lama Layanan L e [ 16

Dengan ini mengajultan permohonan pengenaan Tarif Khusus sebagaimana
tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2014 tentang Jenis dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bulkan Pajak wang berlaltu pada Badan
Penglrajian dan Penerapan Teonologi [BRPT).

Eami lamp irkcan persvaratan vang tercantum pada Peraturan BPPT Nomor ... [17]...
Tahun ...[1&].... tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Ehusus
Penerimaan Negara Bulkan Pajale lkepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha
Eecil, dan Usaha Menengah,

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja sama
dincapkan terima kasih
w190 [20)

Pemohon,

[ n[22) 0]

Berilah tanda 4 pada resp on yang sesuai

e 23] [24]

D Permohonan diterima Tanda Tangan

vl 2500
D Permohonan ditolale 125)
[ [26)00]

*Dibuat dalam rangloap 2

Keterangan:
[1]. Diisi dengan nomaor formulir vang diisi oleh Satlcer,
[2]. Diisi dengan nama Satlrer,
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3). Diisi dengan nama pemohon.
4). Diisi dengan nama jabatan pemohon.
5). Diisi dengan program studi pemohon.

. Diisi dengan nama Perguruan Tinggi.
7). Diisi dengan alamat Perguruan Tinggi.
8). Diisi dengan nomor telepon Perguruan Tinggi.

)
)
)
9), Diisi dengan alamat email Perguruan Tinggi.
)
)

(10). Diisi dengan nomor handphone pemohon.

(11). Diisi dengan jumlah mahasiswa peserta layanan dengan dilampirkan daftar
nama.

(12). Diisi dengan nama jurusan mahasiswa peserta layanarn.

(13). Diisi dengan semester berapa mahasiswa peserta layanan saat ini.

(14). Diisi dengan topik penelitian yang diambil mahasiswa peserta layanan.

(15). Diisi dengan jenis layanan yang diminta.

(16). Diisi dengan durasi layanan yang digunakan untuk penelitian.

(17). Diisi dengan nomor Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar,
Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

(18). Diisi dengan tahun Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan Tarif Khusus Pnerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar,
Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

19). Diisi dengan lokasi formulir permohonan dibuat.
20). Diisi dengan tanggal formulir permohonan dibuat.
21). Diisi dengan tanda tangan pemohon.

. Diisi dengan nama pemohon.

]
W

. Diisi dengan lokasi formulir permohonan diterima/ditolak.

. Diisi dengan tanggal formulir permohonan diterima/ditolak.

. Diisi dengan tanda tangan kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk
menerima/ menolak permohonan Tarif Khusus.

(26). Diisi dengan nama kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk

menerima/ menolak permohonan Tarif Khusus.

[\
=

o — p— — —
N N
&) [}
=D DD
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. Formulir Permohonan Tarif Khusus bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
(UMKM]

UNTUE UMEM
FORMULIR PERMOHONAN TARIF KHUSUS

WNatmar o v [ 1]

Eepada Yth,
Eepala Satlcer ..., [2].......
Badan Penglrajian dan Penerapan Telnologi

Tang bertanda tangan di bawah ini:

Nama L e |3
Jabkatan PRI - 3|
Nama UMEM L e [D)
Nomar SIUP PPN [ 1]
Alamat P PR
No. Telgpon L e B
Nao, Hp L s [ 10
Jeniz Layvanan L e e [11]
Lama Layanan L e | 12

Dengan ini mengajukan permochonan pengenaan Tarif Ehusus sebagaimana
tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2014 tentang Jenizs dan
Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bulkan Pajak yang berlaltu pada Badan
Penglrajian dan Penerapan Tektnologl,

Eami lamp irkcan p ersvaratan vang tercantum pada Peraturan BPPT Nomor ... [13]...
Tahun ...[14].... tentang Persyvaratan dan Tata Cara Pengenaan Tarif Ehusus
Penerimaan Negara Bukan Pajale lkepada Pelajar, Mahasziswa, Usaha Mikre, Usaha
Eecil, dan Usaha Menengah,

Demilrian pertmohonan ini kami sampailtan, atas perhatian dan lrerja zama
diucaplan terima kasih,

w15) e [16])
Pemohon,

[ 18]

Berilah tanda 4 pada resp on vang sesuai

D . e 19 [20]
Fermohonan diterima
Tanda Tangan

w2100,
D Fermaohonan ditelalc 1)
[ [22)00000]
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*Dibuat dalam rangkap 2
Keterangan:
(1). Diisi dengan nomor formulir yang diisi oleh Satker.
2). Diisi dengan nama Satker.
3). Diisi dengan nama pemohon/pimpinan UMKM.
4). Diisi dengan nama jabatan pemohon.
5). Diisi dengan nama UMKM.

). Diisi dengan nomor STUP.

7). Diisi dengan alamat UMKM.

8). Diisi dengan nomor telepon UMKM.

9). Diisi dengan alamat email UMKM.
(10). Diisi dengan nomor handphone pemohon/pimpinan UMKM.
(11). Diisi dengan jenis layanan yang diminta.
(12). Diisi dengan durasi layanan yang digunakan untuk penelitian.
(13). Diisi dengan nomor Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara

Pengenaan Tarif Khusus Penerimaan Negara Bukan Pajak kepada Pelajar,
Mahasiswa, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah.

(14). Diisi dengan tahun Peraturan BPPT tentang Persyaratan dan Tata Cara
Pengenaan Tarif Khusus kepada Pelajar, Mahasiswa, Usaha Mikro, Kecil, dan
Usaha Menengah.

(15). Diisi dengan lokasi formulir permohonan dibuat.

(16). Diisi dengan tanggal formulir permohonan dibuat.

(17). Diisi dengan tanda tangan pemohon.

(18). Diisi dengan nama pemohon.

(19). Diisi dengan lokasi formulir permohonan diterima /ditolak.

(20). Diisi dengan tanggal formulir permohonan diterima/ ditolak.

(21). Diisi dengan tanda tangan kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk

menerima/ menolak permohonan Tarif Khusus.
(22). Diisi dengan nama kepala Satker atau Pejabat yang ditunjuk untuk
menerima/ menolak permohonan Tarif Khusus.

KEPALA BADAN PENGKAJIAN DAN
PENERAPAN TEKNOLOGI
REPUBLK INDONESIA,

ttd

HAMMAM RIZA
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